
·, :~~', -..~ '. "

.'1\~I/;- .. - ::,::,.., .:.'

/l1~:qp~Pb~ ~

Q1'~~

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 99 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK'LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

JAKARTA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2013, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangen tanggal
19 Juni 2014 Nomor 18,C/LHP/XVIILJKT-XVIII.JKT.2/06/2014 dengan Nomor Temuan 39
mengenai honorarium panitia pelaksana kegiatan, honorarium seminarlsosialisasi/bimbingan
teknis dan honorarium Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber kegiatan sensus barang milik daerah
tahun anggaran 2013 belum dipertanggungjawabkan secara lengkap senilai Rp 12,871,490,000,00
(dua belas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)
dan kell:lbihan pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan senilai Rp 4,032,370,500,00
(empat miliar tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah) pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk

KESATU

KEDUA

Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Melakukan klarifikasi kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI
Jakarta terhadap honor panitia pelaksana dan honor narasumber yang belum
dipertanggungjawabkan senilai Rp 12,871,490,000,00 (dua belas miliar delapan
ratus tujuh puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agus t U5 2014

Gubernur Provinsi Daerah KhUSUS(
t/ Ibukota Jakarta,

V

Tembusan:

1, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta


